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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam
Jual Beli Secara Online Produk Gawai Bekas (Studi Perbandingan pada Shopee
dan Tokbpedia)”. Perkembangan transaksi jual beli secara daring atau e-commerce
memberikan kemudahan bagi konsumen, namun juga menimbulkan risiko hukum,
khususnya dalam pembelian produk gawai bekas. Produk bekas rentan terhadap
informasi yang tidak sesuai, barang rusak, atau penipuan, yang dapat merugikan
konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam transaksi gawai bekas di platform Shopee dan Tokopedia,
serta membandingkan bentuk penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh kedua
platform. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Shopee dan Tokopedia telah menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan
represif, seperti sistem escrow, kebijakan pengembalian dana, serta pusat resolusi
internal. Namun, masih terdapat ketidaksinkronan regulasi dan minimnya keterlibatan
aktif pemerintah dalam pengawasan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
konsumen. Oleh karena itu, perlu peningkatan transparansi dan tanggung jawab dari
pelaku usaha, serta peran aktif pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih teknis
dan pengawasan terpadu guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan
maksimal bagi konsumen dalam ekosistem digital.

Kata Kunci: E-Commerce, Gawai Bekas, Perlindungan Konsumen, Shopee,
Tokopedia
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan media elektronik yang digunakan untuk berbagai
aktivitas, termasuk browsing, saling berkirim berita, dan termasuk juga
perdagangan. Belanja daring yang juga dikenal dengan istilah e-commerce
merupakan suatu konsep baru yang dapat dijabarkan sebagai proses jual beli
barang atau jasa di World Wide Web Internet atau proses jual beli, atau pertukaran
produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet atau
yang populer dengan sebutan belanja daring. E-commerce dapat dilakukan oleh
siapa saja tanpa batasan ruang, waktu, dan usia.*

E-commerce adalah rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan
proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas
melalui transaksi eloktronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang
diselenggarakan secara elektronik.? E-commerce memanfaatkan internet
untukmelakukan transaksi bisnis. Internet juga dimanfaatkan sebagai akses

dalam perdagangan yaitu belanja online melalui marketplace.?

L Dr Sunil Roy, Cyber Law, Managing In VUCA World, Management Strategies And
Solutions, 2022, Https://Doi.Org/10.52458/9789391842758.2022.Eb.Grf.Asu.Ch-05.

2 Iman Sjahputra, 2021, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Alumni,
Bandung, Him 8.

% Acai Sudirman Et Al., 2020, Sistem Informasi Manajemen, Yayasan Kita Menulis, Medan.
Him. 5.



Secara umum marketplace yang sering dipakai di Indonesia adalah shopee
yang menyumbang 40% dari GMV RI, yang berarti nilainya mencapai US$ 21,52
miliar (Rp 347 triliun). Sementara di posisi kedua adalah tokopedia dengan
pangsa pasar 30%, Tokopedia telah resmi bergabung Tokopedia telah resmi
bergabung dengan TikTok Shop setelah diakuisisi ByteDance dari GoTo.* Shopee
dan Tokopedia menjadi pilihan terbanyak pengguna di Indonesia karena
menawarkan kemudahan akses, berbagai promo menarik seperti gratis ongkir dan
diskon besar, serta sistem pembayaran yang aman melalui fitur escrow dan
metode pembayaran variatif. Kedua platform ini juga menyediakan fitur ulasan,
layanan pelanggan, serta toko resmi yang meningkatkan kepercayaan konsumen.
Selain itu, dukungan terhadap pelaku UMKM dan inovasi layanan seperti
ShopeePay, GoPay, Shopee Live, dan integrasi dengan Gojek membuat
pengalaman belanja lebih nyaman dan terpercaya bagi masyarakat luas.

E-commerce merupakan platform untuk melakukan transaksi jual beli atau
perdagangan secara daring dengan menggunakan internet. Ada banyak manfaat
yang bisa dirasakan konsumen melalui e-commerce, di antaranya adalah
kemampuan melihat produk secara nyata meskipun hanya secara virtual,
kemudahan berbelanja dari mana saja, harga yang umumnya lebih murah
dibandingkan toko fisik, serta pengiriman barang langsung ke alamat konsumen.

Sementara itu, bagi produsen, e-commerce membantu dalam mempercepat

4 Intan Rakhmayanti Dewi, Tokopedia-Tiktok Kalah Jauh Lawan Penguasa E-Commerce
RI” 2024, Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/20240719115730-37-556038/Tokopedia-Tiktok-
Kalah-Jauh-Lawan-Penguasa-Ecommerce-Ri. Diakses pada 5 September 2024.



promosi produk, meningkatkan penjualan seiring bertambahnya ulasan positif
dari konsumen, meningkatkan pendapatan, dan menarik pembeli melalui diskon.
Selain itu, kerjasama dengan jasa pengiriman untuk menyediakan gratis ongkir
juga menjadi daya tarik tersendiri.

Jual beli pada dasarnya merupakan transaksi antara satu orang dengan orang
lain dalam bentuk tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain
berdasarkan tata cara atau kontrak tertentu dengan pertukaran barang dan uang.
Perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.®
Terdapat pula undang undang yang menjamin perlindungan konsumen yaitu
sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat.” Undang-undang melindungi konsumen karena selama ini konsumen
dianggap sebagai posisi yang lemah.2 Maka dari itu dalam e-commerce tersendiri
memiliki pengaturan mengenai perlindungan konsumen sebagai jaminan agar
terlindungi. Termasuk pada pembelian gawai bekas pada e-commerce.

Kegiatan transaksi elektronik (E-commerce) memang memberikan banyak
kemudahan dan keuntungan baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari sisi
konsumen. Setiap perjanjian jual beli antara kedua belah pihak harus dapat

memberikan hak dan kewajibannya masing-masing. Diantara hak tersebut adalah

5 Sagita Aditya Et Al., Persepsi Pengguna Tiktokshop Terkait Kebijakan Pembatasan Media
Sosial Tiktok Shop Sebagai E- Commerce Oleh Pemerintah, 02, No. 02 (2024).

® Aris Surya Muzakki And Suraji Suraji, Juridical Review Of E-Commerce Selling And
Buying On Consumers And Buyers In Indonesia, 2024, 265-71.

7 Lihat Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

8 Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, And Ecclisia Sulistyowati, 2022, Hukum
Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif), Pustakabarupress, Yogyakarta.
Him 10.



terkait dengan hak yang harus diperoleh oleh seorang konsumen dalam
bertransaksi baik secara langsung (online) maupun secara daring. Kegiatan jual
beli secara elektronik tentunya melibatkan media yaitu marketplace. Marketplace
sangat beragam dan menyediakan banyak keuntungan.

Salah satu produk komunikasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh
masyarakat adalah gawai. Gawai merupakan alat komunikasi yang digunakan
untuk menjalin interaksi di antara masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan
kontak sosial.® Penggunaan gawai terus berkembang seiring dengan kemajuan
teknologi, menawarkan fasilitas unggulan, fitur-fitur khas, serta berbagai pilihan
harga yang bervariasi.'® Berbagai toko gawai menawarkan gawai dengan berbagai
merek dan rentang harga yang beragam. Harga merupakan salah satu faktor
penting yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja secara online.
Setiap produk yang dijual biasanya dilengkapi dengan informasi harga, yang
menjadikannya elemen kunci dalam proses penjualan.

Harga merupakan salah satu faktor krusial dalam pengambilan keputusan
pembelian secara online. Setiap produk yang dijual selalu disertai dengan
informasi harga, menjadikannya aspek penting dalam menentukan penjualan.
Harga adalah representasi nilai tukar suatu barang atau jasa; dalam konteks ini,

merek atau produk yang bersaing satu sama lain. Konsumen masa kini sangat

® U Juswanto, S Suryanto, And Y Gunawan, Juridical Review Of Legal Protection Against E-
Commerce Consumers On The Marketplace, Legal Brief 11, No. 4 (2022): 2534-42,
Https://Doi.0rg/10.35335/Legal. Xx.Xx. HIm 2535.

10 1da Bagus Et Al., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli
Gadget Bekas (Studi Pada Toko Joy Phone Gianyar Bali), 2023. HIm 2.



Konsumen masa kini sangat sensitif terhadap harga produk. Saat berbelanja
online, mereka cenderung membandingkan harga produk dari berbagai aspek
seperti keterjangkauan, kesesuaian dengan kualitas, daya saing, dan manfaat yang
ditawarkan. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk membeli gawai
bekas melalui e-commerce. Shopee, tokopedia, dan e-commerce lain menyediakan
berbagai pilihan harga yang beragam, sehingga memudahkan konsumen dalam
memilih produk yang sesuai dengan anggaran mereka. Namun, dengan harga
yang murah, sering kali adanya ketidaksesuaian antara kualitas produk yang
ditawarkan dan produk yang sebenarnya dijual oleh penjual (seller).

Konsumen seringkali mengalami ketidaksesuaian setelah melakukan
pembelian, dimana harga dianggap terlalu mahal dan produk tidak sesuai dengan
kualitas dan gambar yang dijanjikan oleh penjual di berbagai platform E-
commerce dan situs web. Salah satu masalah yang muncul adalah harga yang
tinggi namun kualitasnya tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Adanya
ketidaksesuaian ini menyebabkan salah satu pihak merasa dicederai yang dapat
berujung pada sengketa.!*’ Harga memiliki pengaruh dalam pengambilan
keputusan setiap pembelian. Namun, disisi lain harga diberikan telah rendah dan

terdapat penjelasan bahwa barang tersebut adalah bekas.

11 Barkatullah and AbdulHalim, 2019, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam
Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia, Nusa Media, Bandung.



Undang-undang perlindungan konsumen dirancang untuk mengadaptasi e-
commerce yang dinamis, seperti  pembentukan  kontrak  online,
pertanggungjawaban konsumen, hak privasi digital, disamping itu perlu pula
disesuaikan dengan lanskap budaya dan hukum di negara tertentu.’> Maka dari
itu, penting untuk adanya perlindungan bagi konsumen yang ditinjau secara
dan material, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam
peningkatan kualitas usaha dan efsiensi usaha memproduksi produk yang
dihasilkan untuk mencapai tujuan usaha. Untuk mencapai produktivitas dan
efisiensi usaha, konsumen menjadi sasaran dampak dalam pelaksanaannya.*3

Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online,
khususnya dalam pembelian gawai bekas, sangat krusial mengingat risiko yang
dihadapi. Konsumen seringkali hanya dapat mengandalkan deskripsi dan foto
produk yang disediakan oleh penjual, yang bisa jadi tidak mencerminkan kondisi
sebenarnya. Risiko menerima barang yang tidak sesuai, barang rusak, atau bahkan
penipuan, membuat perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin hak
konsumen. Perlindungan ini diperlukan untuk mengatur transparansi informasi
mengenai kondisi gawai bekas, memberikan jaminan atau garansi yang adil, serta

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif jika terjadi masalah

12 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen, ed. Sinar Grafika,
Jakarta. HIm 10.

13 Ratna Indah Lestari, Nur Wulan Suci, And Eka Maisara Amalia, Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram, Jurnal
Analisis Hukum 5, No. 2 (2022): 189-202, Https://Doi.Org/10.38043/Jah.V5i2.3621.



dalam transaksi.!# Terdapat beberapa kasus mengenai penipuan dalam pembelian
gawai bekas, seperti pada tanggal 17 Mei 2023, terdapat konsumen yang
mendapatkan Iphone 11 pro palsu yang tidak sesuai dengan iklan dan deskripsi
yang ditayangkan pada Tokopedia.’® Kemudian pada tanggal 27 Desember 2023,
seorang konsumen mendapatkan gawai Oppo refurbish yang berbeda dari yang
dipesannya pada Shopee.'® Tak hanya itu, pada tanggal 29 Desember 2023,
terdapat seorang konsumen yang membeli gawai melalui tokopedia dan malah
menerima mendapatkan gawai palsu atau HDC yang tidak sesuai pada pesanan
konsumen tersebut.!” Ketiga kasus tersebut memiliki kesamaan dimana konsumen
tidak merasa terlindungi dan mendapatkan tanggung jawab atas kerugian yang
telah diterima.

Pada praktiknya, penggunaan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia
dalam transaksi jual beli produk gawai bekas kerap menimbulkan persoalan
hukum. Hal ini tampak dalam ketidakharmonisan antara beberapa ketentuan
hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Misalnya, dalam hal tanggung jawab

14 Op.Cit. Bagus et al., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli
Gadget Bekas (Studi Pada Toko Joy Phone Gianyar Bali).

15 Muhammad Ibrahim, “Iphone Yang Diterima Palsu, Perlindungan Tokopedia Ke Pelanggan
Dipertanyakan,” 2023, https://infobanknews.com/iphone-yang-diterima-palsu-perlindungan-tokopedia-
ke-pelanggan-dipertanyakan/. Diakses pada 30 Oktober 2024.

16 Rizky Anita, “Tertipu Belanja HP Palsu Dari Penjual Di Shopee,” 2024,
https://mediakonsumen.com/2024/01/15/surat-pembaca/tertipu-belanja-hp-palsu-dari-penjual-di-
shopee.

17 Aziz Muttaqin, “Jangan Sampai Seperti Saya! Modus Penipuan Di Tokopedia Yang Jarang
Diketahui” (Jakarta, 2025).



pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat barang tidak sesuai, norma dalam
UUPK menekankan hak konsumen atas ganti rugi, namun norma dalam UU ITE
tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban e-commerce
sebagai penyelenggara sistem elektronik. Akibatnya, penerapan hukum menjadi
tidak efektif karena ketidakjelasan pihak yang harus bertanggung jawab dalam
transaksi antara konsumen dan penjual pihak ketiga di marketplace.

Ketidaksinkronan aturan ini menjadi isu hukum krusial yang menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi konsumen dan membuka celah bagi terjadinya
pelanggaran hak konsumen. Penting untuk memahami efektivitas perlindungan
hukum bagi konsumen dalam transaksi online produk gawai bekas karena
semakin banyaknya konsumen yang memilih platform e-commerce untuk
membeli gawai bekas. Konsumen menghadapi berbagai risiko, seperti barang
tidak sesuai deskripsi, penipuan, dan kurangnya jaminan garansi.

Melalui studi ini, kita dapat mengevaluasi apakah regulasi yang ada sudah
memadai untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam
penyelesaian sengketa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan
bagi regulator dan platform e-commerce dalam meningkatkan kebijakan dan
mekanisme perlindungan konsumen, sehingga dapat menciptakan lingkungan
belanja online yang lebih aman dan terpercaya. Berdasarkan hal tersebut, maka
judul yang diangkat pada penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Produk Gawai Bekas (Studi

Perbandingan Pada Shopee Dan Tokopedia).



B. Rumusan Masalah
Terdapat rumusan masalah yang anak diteliti pada penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pada e-commerce Shopee dan Tokopedia
terhadap konsumen yang membeli produk gawai bekas menurut peraturan
perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana jenis dan bentuk penyelesaian hukum serta perbandingan
penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan Shopee dan Tokopedia

terhadap konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi terkait perlindungan hukum
pada e-commerce Shopee dan Tokopedia terhadap konsumen yang membeli
produk gawai bekas menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan regulasi terkait
perlindungan hukum pada e-commerce Shopee dan Tokopedia terhadap
konsumen yang membeli produk gawai bekas menurut peraturan perundang-

undangan.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata

bagi setiap pembacanya yang dijelaskan dalam kategori kegunaan, antara lain:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan
pemahaman lebih terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam jual beli secara online produk gawai bekas pada e-commerce shopee
dan tokopedia. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan
sebagai sumber hukum sekunder maupun tersier bagi para peneliti, akademisi,
maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan dengan permasalahan
yang dikaji secara konseptual dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis
a. Konsumen
Penelitian ini diharapkan dapat membantu konsumen untuk memahami lebih
baik mengenai hak-hak mereka dalam transaksi online, khususnya dalam
pembelian produk gawai bekas. Dengan adanya regulasi yang jelas dan
perlindungan hukum yang memadai, konsumen akan merasa lebih aman dan
terlindungi dari potensi penipuan atau ketidaksesuaian produk.
b. Pelaku Usaha
Penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha untuk mematuhi
regulasi yang berlaku terkait perlindungan konsumen, sehingga mereka dapat

menjalankan bisnisnya dengan lebih transparan dan terpercaya. Selain itu,
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pelaku usaha dapat memperkuat citra bisnisnya dengan menunjukkan
kepatuhan terhadap undang-undang yang melindungi konsumen, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pasar.
c. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kementerian perdagangan republik
Indonesia dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen di e-commerce, khususnya dalam jual beli
gawai bekas. Hasil penelitian juga dapat membantu pemerintah dalam
menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan hak-hak konsumen
terlindungi dengan baik, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor e-

commerce yang sehat dan berkelanjutan

. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan
hanya pada regulasi mengenai perlindungan konsumen pada e-commerce
shopee dan tokopedia. Kemudian perbandingan akan kedua regulasi tersebut
yang akan dianalisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

mengenai perlindungan konsumen.
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F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata
lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik
secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari
pihak manapun.*®

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk
memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Dengan
kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan pengayoman
kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat juga
diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada
seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap
hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan
bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan

atau kebijakan lainya, termasuk dalam lapangan penegakan hukum.®

18 Satjipto Rahardjo, 2014, llmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
1% Hulman Panjaitan, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, Permata Aksara Jakarta. HIm
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Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua
bentuk, yaitu:?°

1. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif
diartikan sebagai pencegahan.Perlindungan hukum preventif
sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang dilandasi
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum
preventif, pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam
mengambil keputusan.

2. Perlindungan hukum represif
Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan
sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan
ini merupakan perlindungan terakhir berupa penjatuhan sanksi
atas pelanggaran yang dilakukan.

Pada teori ini menekankan pentingnya jaminan hukum untuk
melindungi konsumen dalam transaksi online, terutama saat membeli
gawai bekas di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan
bagi konsumen, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang

akurat, serta keamanan produk yang dibeli. Selain itu, teori ini menyoroti

Him 19.

20 Agustinus Sihombing et al., 2023, Hukum Perlindungan Konsumen, Azka Pustaka, Padang.
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perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konsumen
dapat menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran, sehingga

menciptakan lingkungan belanja online yang lebih aman dan terpercaya.

2. Teori Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum
antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum.?* Hal ini diperjelas oleh Hierlen Budiono
yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan
hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan
pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana
tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang
menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas
beban pihak yang lain atrau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan
perundang-undangan.?

Aspek teoritis terkait asas-asas perjanjian yang relevan dengan skripsi
ini berfokus pada hubungan hukum antara konsumen dan penjual dalam
transaksi jual beli online, khususnya pada platform seperti Shopee dan
Tokopedia. Perjanjian jual beli dalam e-commerce diatur oleh asas-asas

dalam hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

21 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
22 Herlien Budiono, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang
Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung .
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Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320.
Adapun asas-asas dalam perjanjian jual beli adalah:
1. Asas Konsensualisme
Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320
KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu
“keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang
membuat perjanjian”. Arti konsensualisme berasal dari perkataan
konsensus yang berarti sepakat.?
2. Asas Kebebasan berkontrak
Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak
membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi
kontrak tersebut.?
3. Asas ltikad Baik
Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang

menentukan “persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad

23 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan
Perjanjian,” Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018): 107-20, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20.

24 Cahyono, “Pembatasan Asas ‘Freedom of Contract’ Dalam Perjanjian Komersial,” 2023,
https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-
komersial/#:~:text=Pasal 1338 ayat (1) menentukan,memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.
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baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan
objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini
berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat
perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi
dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan
norma-norma kepatutan dan kesusilaan.>
4. Asas Kekuatan Mengikat
Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang
berarti para pihak yang mambuat perjanjian itu terikat pada
kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain
perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sun
Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2)
KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya”.
Pada transaksi e-commerce, asas konsensualisme memastikan
kesepakatan antara konsumen dan penjual tercapai secara sukarela,
sedangkan asas kebebasan berkontrak memungkinkan mereka menetapkan

syarat perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum. Asas itikad baik

25 Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”
% pid.
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menuntut penjual menyajikan informasi produk secara jujur agar
konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Terakhir, asas kekuatan
mengikat mengharuskan kedua pihak memenuhi perjanjian yang telah
disepakati, menjamin hak konsumen untuk menuntut jika terjadi
pelanggaran atau ketidaksesuaian produk.

Teori ini menjelaskan perjanjian merupakan dasar hukum yang
mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi
jual beli, terutama di e-commerce. Pada konteks pembelian gawai bekas di
platform seperti Shopee dan Tokopedia, perjanjian terbentuk saat
konsumen setuju untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual,
yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Teori ini
menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam isi perjanjian,
agar konsumen memahami syarat-syarat transaksi, termasuk risiko yang
mungkin terjadi. Dengan adanya perjanjian yang jelas, diharapkan dapat
mengurangi sengketa dan meningkatkan kepercayaan antara konsumen

dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi secara daring.

3. Teori Penyelesaian Hukum

Berbagai teknik yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau
konflik berdasarkan hukum yang berlaku disebut penyelesaian hukum. Teori
penyelesaian hukum mengikuti evolusi masyarakat dan tuntutan keadilan.

Beberapa teori utama penyelesaian hukum dibahas dalam tinjauan ini,
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termasuk litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase dan alternatif
penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.?’

Tujuan penyelesain sengketa adalah untuk mendapatkan kembali hak
sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Hukum Acara Perdata, ada dua
cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yaitu litigasi atau non-litigasi. Jenis
penyelesaian pertama pada dasarnya menyelesaikan sengketa, dengan tidak
ada pihak yang menang atau kalah. Penyelidikan non-litigasi ini
menguntungkan semua pihak. Beberapa metode non-litigasi untuk
penyelesaian sengketatermasuk mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain.
Jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi, prosedur yang
berlaku di pengadilan harus diikuti.?

Salah satu tindakan paling mudah yang dapat diambil oleh pelanggan
dalam kasus sengketa dalam transaksi perdagangan elektronik adalah
menggunakan teknologi. Dengan kata lain, konsumen dapat menggunakan
jalur pengaduan yang telah disediakan oleh pelaku bisnis atau penyelenggara
sistem elektronik. ODR adalah metode penyelesaian sengketa yang

memungkinkan pihak untuk menyelesaikan atau menyelesaikan sengketa

27 Ralang Hartati Syafrida, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Yogyakarta:
Calpulis, 2022).

28 ] Wayan Yasa & Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian
Sengketa Perkara Perdata”, Jurnal Rechtensl, VVol. 12 No. 1, Juni 2023, him.35
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dengan teknologi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau kombinasi dari
ketiganya.?

Teori penyelesaian sengketa hukum diambil dalam penelitian ini karena
jual beli secara online, khususnya pada pembelian produk gawai bekas sangat
rentan menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan
mengkaji teori penyelesaian sengketa hukum, penulis dapat menganalisis
bagaimana platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia menyediakan
sarana penyelesaian ketika terjadi sengketa, serta menilai apakah mekanisme
yang diterapkan mampu melindungi hak-hak konsumen sesuai prinsip

keadilan dan perlindungan konsumen.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, yakni mengacu
pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan,
putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada di masyarakat Spesifikasi

adalah deskriptif analisis, yakni memberikan deskripsi secara analitis

2 Rizky Amelia et al., “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di
Indonesia,”  Fundamental: ~ Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 1 (2023): 199-210,
https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92.
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mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang
diperoleh.3°
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian

dalam ilmu hukum vyaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statude Approach)
Pendekatan Perundang-Undangan merupakan metode yang
digunakan untuk meneliti serta menganalisis aturan hukum yang
berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau seluruh
undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum
yang sedang dihadapi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam
penyelesaian sengketa hukum, terutama dalam hal perlindungan
konsumen di ranah e-commerce.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus nyata
yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini,
pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi
pembelian gawai bekas melalui e-commerce berdasarkan contoh

kasus yang terjadi di Shopee dan Tokopedia.

30 Iman Jalaludin Rifa’i et al., 2023, Metodologi Penelitian Hukum, Sada Kurnia Pustaka,
Banten. HIm 126.
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3. Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki

otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau

risalah yang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang, serta

putusan hakim. Bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1.

2.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan
konsumen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan

badan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum
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primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, buku,
jurnal ilmiah, dan artikel.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan arahan atau
penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi
kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lainnya yang

membantu memperjelas konteks dan definisi istilah-istilah hukum.

. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, data
dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

ilmiah, doktrin, publikasi, serta hasil penelitian.

. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, diperlukan penarikan kesimpulan dari isu dan
permasalahan yang telah dibahas. Semua sumber hukum, baik primer,

sekunder, maupun tersier, akan dianalisis dan diolah. Teknik analisis yang
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digunakan adalah analisis kualitatif, di mana hasil penelitian disajikan
secara preskriptif dengan penjelasan yang logis, efektif, dan mudah
dipahami. Hal ini memungkinkan perumusan kesimpulan umum
berdasarkan fakta-fakta spesifik yang relevan dengan isu yang sedang

diteliti.

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini mengambil kesimpulan menggunakan teknik deduktif yang
berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu sifatnya
umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu

ditunjuk untuk sesuatu yag sifatnya khusus.
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	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	Internet merupakan media elektronik yang digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk browsing, saling berkirim berita, dan termasuk juga perdagangan. Belanja daring yang juga dikenal dengan istilah e-commerce merupakan suatu konsep baru yang dapat di...
	E-commerce adalah rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi eloktronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan  secara  elektr...
	Secara umum marketplace yang sering dipakai di Indonesia adalah shopee yang menyumbang 40% dari GMV RI, yang berarti nilainya mencapai US$ 21,52 miliar (Rp 347 triliun). Sementara di posisi kedua adalah tokopedia dengan pangsa  pasar  30%,  Tokopedia ...
	E-commerce merupakan platform untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan secara daring dengan menggunakan internet. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan konsumen melalui e-commerce, di antaranya adalah kemampuan melihat produk secara nyata...
	promosi produk, meningkatkan penjualan seiring bertambahnya ulasan positif dari konsumen, meningkatkan pendapatan, dan menarik pembeli melalui diskon. Selain itu, kerjasama dengan jasa pengiriman untuk menyediakan gratis ongkir juga menjadi daya tarik...
	Jual beli pada dasarnya merupakan transaksi antara satu orang dengan orang lain dalam bentuk tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau kontrak tertentu dengan pertukaran barang dan uang. Perjanjian jual beli diatur ...
	Kegiatan transaksi elektronik (E-commerce) memang memberikan banyak kemudahan dan keuntungan baik dari sisi pelaku usaha ataupun dari sisi konsumen. Setiap perjanjian jual beli antara kedua belah pihak harus dapat memberikan hak dan kewajibannya masin...
	terkait dengan hak yang harus diperoleh oleh seorang konsumen dalam bertransaksi  baik secara  langsung (online)  maupun secara  daring. Kegiatan jual beli secara elektronik tentunya melibatkan media yaitu marketplace. Marketplace sangat beragam dan m...
	Salah satu produk komunikasi  yang  saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  adalah  gawai. Gawai merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menjalin interaksi di antara masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan kontak sosial.  Pengguna...
	Harga merupakan salah satu faktor krusial dalam pengambilan keputusan pembelian secara online. Setiap produk yang dijual selalu disertai dengan informasi harga, menjadikannya aspek penting dalam menentukan penjualan. Harga adalah representasi nilai tu...
	Konsumen masa kini sangat sensitif terhadap harga produk. Saat berbelanja online, mereka cenderung membandingkan harga produk dari berbagai aspek seperti keterjangkauan, kesesuaian dengan kualitas, daya saing, dan manfaat yang ditawarkan. Sehingga ban...
	Konsumen seringkali mengalami ketidaksesuaian setelah melakukan pembelian, dimana harga dianggap terlalu mahal dan produk tidak sesuai dengan kualitas dan gambar yang dijanjikan oleh penjual di berbagai platform E-commerce dan situs web. Salah satu ma...
	Undang-undang perlindungan konsumen dirancang untuk mengadaptasi e-commerce yang dinamis, seperti pembentukan kontrak online, pertanggungjawaban konsumen, hak privasi digital, disamping itu perlu pula disesuaikan dengan lanskap budaya dan hukum di neg...
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